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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya,

penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1.

Terdapat perbedaan perlakuan akuntansi di dalam pencatatan
perusahaan dengan pencatatan akuntansi perpajakan atas pemberian
natura kepada karyawan CV. Win Promosi. Perbedaan tersebut adalah
pembebanan biaya natura yang diakui perusahaan sebagai gaji karyawan
dimana meskipun terjadi pembelian barang natura tetapi pada
pengakuannya perusahaan mengakui sebagai bonus dalam komponen
gaji karyawan. Terdapat biaya transport terkait pembelian natura dan
biaya pengobatan yang seharusnya dalam perlakuan akuntansi
perpajakan tidak boleh diakui sebagai penguarang laba usaha secara
perpajakan, maka harus dilakukannya koreksi fiskal.

Biaya perjalanan dinas yang berada di laporan laba rugi perusahaan,
pada angka tersebut terdapat biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh
direksi dimana menurut perlakuan akuntansi perpajakan biaya
perjalanan dinas tersebut tidak bisa digunakan sebagai pengurang laba
usaha secara perpajakan.

PPh 21 atas karyawan akan mengalami peningkatan apabila

pemberian natura tersebut dicatat sebagai komponen gaji atau
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5.2 Saran
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tunjangan apabila meggunakan perlakuan akuntansi yang sudah
diterapkan di perusahaan.

Apabila pemberian natura tidak dibiayakan atau perusahaan
menerapkan akuntansi perpajakan langsung maka efek yang timbul
adalah laba usaha fiskal perusahaan mengalami peningkatan dan pajak
penghasilan perusahaan akan mengalami peningkatan berdasarkan

laba usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti memiliki saran

sebagai berikut:

1.

Lebih baik perusahaan memberikan atau dimasukan sebgai komponen
gaji dalam melakukan pembelian barang natura, hal ini dapat
mempermudahkan perusahaan secara pengakuan, pengukuran,
pencatatan, penyajian, dan juga sudah sesuai dengan perlakuan
akuntasi perpajakan sehingga tidak perlu adanya koreksi fiskal.

Untuk biaya transport yang memiliki hubungan dengan pembelian
barang natura dan biaya pengobatan maka perusahaan dapat
memberikan gaji bruto berupa gaji pokok, tunjangan kesehatan, dan
tunjangan transportasi dengan tidak ada hubungannya terkait
pembelian barang natura daripada melakukan pembebanan biaya
transport atas pembelian barang natura.

Untuk biaya perjalanan dinas yang dilakukan direksi maka perusahaan
dapat melakukan pembebanan biaya perjalanan dinas ke pos biaya

transport dengan memunculkan pos biaya transport di laporan laba
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rugi agar biaya tersebut dapat diakui dalam akuntansi perpajakan. Lalu
untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh direksi agar dapat
diketahui apakah itu benar adalah perjalanan dinas yang dilakukan
direksi maka sebaiknya dilakukan pencatatan sendiri pada nota atau
bukti pembayaran perjalanan dinas atas direksi supaya dapat benar
diketahui bahwa nota perjalanan dinas tersebut dilakukan atas direksi
untuk kepentingan sendiri atau pribadi dan bukan karena kepentingan

perusahaan.
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